
PRESIDEN 
REPUBLlK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 95 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

melalui pengadaan obat dan alat kesehatan perlu didukung jaminan 

ketersediaan obat generik dan alat kesehatan; 

b. bahwa untuk mempercepat pengadaan dan pendistribusian bahan 

dan obat generik sebagaimana dirnaksud pada huruf a, dipandang 

perlu segera menetapkan penyedia barang/jasa melalui penunjukan 

langsung dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku 

dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan humf b, perlu rnenetapkan Peraturan Presiden tentang 

Perubahan Ketujuh Atas Keputusan hesiden Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; E i 

C 
i 

2. Undang . . . E 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 34 9 5) ; 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor '47, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 

4. Undang-Undang Nornor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ~orkor  

5, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4 3 5 5) ; 

5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran 

Negara Kepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400) ; 

6. Peraturan Pernerintah Nornor 72 Tahun 1998 tentang Pengarnanan 

Sediaan Farrnasi Dan Alat Kesehatan (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nornor 138, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 3 78 1); 

7. Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah (Lembaran Negara 

RepubTik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indorlesia Nornor 4330) sebagairnana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 

Tahun 2006; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS 

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 

Pasal I ... 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalarn Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 

tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 120, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4330) 

sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nornor 85 Tahun 2006, diubah sebagai berikut : 

1. Penjelasan Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan 

Penjelasan Pasal 1 7 berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 17 

Cukup jelas 

Pengurnurnan pernilihan penyedia barang/jasa harus dapat 

rnernberikan inforrnasi secara luas kepada rnasyarakat dunia 

usaha baik pengusaha daerah seternpat rnaupun pengusaha 

daerah lainnya. 

Pengurnurnan pemilihan penyedia barang/jasa tersebut, selain 

dilakukan rnelalui surat kabar sebagairnana dhaksud pada 

ayat ini, diupayakan pula rnelalui website pengadaan nasional. 

Pengurnurnan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode 

pelelangan terbatas, selain diurnurnbn secara luas rnelalui 

surat kabar sebagairnana dirnaksud pa& ayat ini, diupayakan 

pula rnelalui website pengadaan. 

Ayat (4) ... 
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Cukup jelas 

Yang dimaksud dalam keadaan terteniu adalah : 

a. penanganan damat  untuk pertahanan negara, kearnanan 

dan keselarnatan masyarakat yang pelaksanaan 

pekerjaannya tidak &pat ditunda atau hams dilakukan I 

segera, terrnasuk penanganan darurat akibat bencana alam 

serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana 

dan/atau kerusakan infrastrukiur yang apabila tidak 

segera dilaksanakan dipastikan dapat rnernbahayakan 

keselarnatan rnasyarakat. 

Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, 

untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara 

pengadaan barang/jasa sebagairnann diatur di dalarn 

Peratman Presiden ini; dan/atau 

b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang rnenyangkut 

pertahanan dar~ kearnanan negara yang ditetapkan oleh 

Presiden; dan/atau 

c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai rnaksirnurn 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan 

ketentuan: 

1) untuk keperluan sendiri; dan/atau 

2) teknologi sederhana; dan/atau 

3) risiko kecil; dan/atau 

4) dilaksanakan ... I 
I 



4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang 

perseorangan dan/atau badan usaha kecil terrnasuk 

koperasi kecil; dan/atau 

d. pekejaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak 

paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau 
I 

e. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik 

pernilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

penanganannya rnernerlukan pelaksanaan secara cepat 

dalarn rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai 

dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan 

perundang -undangan. 

Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan dan pendistribusian 

surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya 

untuk pelaksanaan pernilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah; &in/ atau 

f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya 

rnernerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka 

rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darmssalam dan Kepulauan Nias Provinsi Surnaiera Utara 

yang dilaksanabn oleh Badan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat ~rodnsi  

NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 

Pekerjaan tersebut meliputi: 

1) pekerjaan pengadaan perurnahan, yang waktu 

pelaksanaan pengacknnya dilakukan sebelum 3 1 

Desernber 2006; 

2 )  pekerjaan ... 
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2)  pekerjaan yang dilakukan dalarn rangka meneruskan 

pekerjaan p e n g h n  perumahan yang tidak 

dilaksanakan oleh pernberi hibah sesuai dengan tenggat 

waktu yang telah ditetapkan oleh Badan ~ehabili'tasi 

dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya 

perlu dilaksanakan secara cepat paling lama I (satu) 

tahun setelah pernberi hibah tidak rnampu 

rnelaksanakan kewajibannya; dan/atau I 

g pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik 

pernilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya 

mernerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka 

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Provinsi ilan kabupaten/kota yang 

diselenggarakan sarnpai dengan bulan Desember 2006 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pekejaan tersebut rneliputi pengadaan Kartu Tanda 

Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, 

kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk 

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah: 

a. pekejaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan 

pernerintah; atau I 

b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan 

oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak 

paten; atau 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil 

atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar 

dan harga yang relatif stabil; atau 1 
d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakin 

dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada 

satu penyedia barang/jasa yang mampu 

mengaplikasikannya; atau 

e. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan 

alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat 

unhzk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan 

kepada rnasyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah 

ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

kese hatan. " 

2. Lampiran I Bab I huruf C.l.a.4) diubah, sehingga keseluruhan angka 

4) berbunyi sebagai berikut : 

"4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam ha1 rnernenuhi 

kriteria sebagai beriktlt : 

a) Keadaan tertentu, yaitu: 

( 1 ) penanganan darurat untuk pertahanan negara, 

keamanan dan keselarnatan masyarakat yang pelaksanaan , 
pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau hams dilakukan 

segera, temasuk penanganan darurat akibat bencana 

alarn; dan/atau 

(2)  pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang n~enyangkut 

pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh 

Presiden; dan/atau 

(3) pekerjaan ... , 
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(3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum 

Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dengan 

ketentuan: 

(a) untuk keperluan sendiri; dan/ atau 

(b) teknologi sederhana; dan/ atau 

(c) risiko kecil; dan/atau 

(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang 

perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk 

koperasi kecil; dan/atau 

(4) pekerjaan perigadaan barang dan pendistribusian logistik 

pernilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat 

&lam rangka penyelenggaraan pernilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai 

dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

(5)pekerjmn pengadaan barang dan jasa yang 

penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat 

dalarn rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi 

Narrggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias hv ins i  

Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan 

Rehabilibi clan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan 

Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi 

Pekerjaan ... 
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Pekerjaan sebagaimana dirnaksud dalam angka ( 5 )  

meliputi : 

a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu 
I 

pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 3 1 

Desernber 2006; 

b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan 

pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak 

dilahanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan 

tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian 

pekeqjaannya perlu dilaksarlakan secara cepat paling 

lama I (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak 

marnpu melaksanakan kewajibannya; dan/atau 

(6) Pekerjaan penyldaan barang dan pendistribusian logistik 

pernilihan Kepaln Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang 

penanganannya mernerlukan pelaksanaan secara cepat 

dalarn rangka penyelenggaraan pernilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupatedkota 

yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 

2006 berdasarkan peratwan perundang-undangan. 

Pekerjaan tersebut rneliputi pengadaan Kartu Tanda 

Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, 

kartu pemilih beserta perlenzgkapan lainnya untuk 

pelaksanaan pernilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

b) Pengadaan I.. . 
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b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu: 

( 1 ) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan 

pemerintah; atau 

(2) Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat 

dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, 

pernegang hak paten; atau 

(3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi 

kecil atau pengrajin industri kecil yang telah 

rnernptuzyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau 

(4) Pekerjaan yang kornpleks yang hanya dapat 

dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus 

dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang 

mampu mengaplikasikannya; atau 

(5) Peke jaan pengadaan h n  distribusi bahan obat, obat dan 

alat kesehatan dalarn rangka rnenjamin ketersediaan 

obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan 

kesehatan kepada rnasyarakat yang jenis, jurnlah dan I 

harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang kesehatan." 

Pasal I1 ... 
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Peraiuran Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

'; 
Ditetapkan cli Jakarta 

pada tanggal 23 Oktober 2007 
-I  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

f3d. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi Sekretaris Kabinet 


